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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan terhadap tanah kas desa telah berjalan dengan baik sesuai 

dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan 

Daerah 

2. Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kas Desa telah mewujudkan 

kepastian hukum yaitu dengan dibentuk tim pengawasan pemanfaatan 

tanah kas desa dalam melaksanakan pengawasan berdasarkan SK 

Bupati. Dibentuknya tim dalam pelaksanaan pengawasan tersebut 

dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa sesuai dengan 

manfaatanya 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas saran yang dapat diberikan yaitu : 

1. Diharapkan agar Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah dalam 

melakukan pengawasan terhadap tanah kas desa sebaiknya 1 tahun 

sekali agar pemanfaatan dan perubahan tanah kas desa sesuai dengan 
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peraturan yang ada. Apabila terlalu lama maka banyak terjadi 

pelanggaran pemanfaatan tanah kas desa. 

2. Diharapkan agar Kecamatan tidak hanya merekomendasi terhadap 

permasalahan pemanfaatan tanah kas desa saja namun secara langsung 

melakukan pengawasan terhadap tanah kas desa. Kecamatan 

melakukan pengawasan secara langsung ke lokasi karena menjadi tim 

pengawasan dan pemanfaatan tanah. 

3. Diharapkan agar Pemerintah Desa dalam melakukan pemanfaatan dan 

penggunaan tanah kas desa sesuai dengan fungsinya, dan pemerintah 

Desa secara langsung melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan 

tanah kas desa yang telah beralih. 
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